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Abstract 
Pengelolaan drainase di Kabupaten Enrekang menghadapi persoalan fragmentasi kewenangan 
antarinstansi dan rendahnya partisipasi masyarakat yang menghambat efektivitas tata kelola. 
Pengabdian masyarakat ini bertujuan mendampingi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah 
(Ranperda) Drainase melalui pendekatan kolaborasi kebijakan (policy co-creation) yang menempatkan 
pemerintah, masyarakat, dan lembaga adat sebagai mitra setara. Metode pelaksanaan meliputi forum 
multipihak untuk koordinasi antarinstansi, lokakarya partisipatif untuk melibatkan masyarakat sejak 
identifikasi masalah hingga pengambilan keputusan, serta integrasi kearifan lokal Massenrempulu 
dengan konsep eco-drainage. Hasil menunjukkan terbentuknya Forum Koordinasi Pengelolaan 
Drainase Terpadu, peningkatan partisipasi masyarakat dari 30-40 orang menjadi 80-100 orang per 
forum, adopsi biopori sebesar 45%, dan peningkatan partisipasi gotong royong menjadi 60-70%. 
Ranperda yang dihasilkan mencakup klausul inovatif tentang eco-drainage, partisipasi masyarakat, 
dan peran lembaga adat. Pendekatan policy co-creation terbukti efektif menghasilkan kebijakan 
drainase yang berkelanjutan, kontekstual, dan memiliki legitimasi sosial-budaya kuat. 
Keywords: Enrekang, Drainase, Kebijakan, Masyarakat, Daerah 
 
Abstrak 
Drainage management in Enrekang Regency faces issues of fragmented authority among agencies and 
low community participation that hinder governance effectiveness. This community service aims to 
facilitate the drafting of Regional Regulation (Ranperda) on Drainage through a policy collaboration 
approach (policy co-creation) that positions government, community, and indigenous institutions as 
equal partners. Implementation methods include multi-stakeholder forums for inter-agency 
coordination, participatory workshops to involve communities from problem identification to 
decision-making, and integration of Massenrempulu local wisdom with eco-drainage concepts. 
Results show the establishment of an Integrated Drainage Management Coordination Forum, 
increased community participation from 30-40 people to 80-100 people per forum, biopore adoption 
of 45%, and increased mutual cooperation participation to 60-70%. The resulting Ranperda includes 
innovative clauses on eco-drainage, community participation, and the role of indigenous institutions. 
The policy co-creation approach proves effective in producing sustainable, contextual drainage 
policies with strong socio-cultural legitimacy. 
Kata Kunci: Enrekang, Drainase, Policy, Public, District 

PENDAHULUAN 

Krisis ekologis di wilayah perkotaan dan perdesaan, termasuk di Kabupaten Enrekang, 

menunjukkan bahwa persoalan drainase tidak semata bersifat teknis, tetapi juga 

mencerminkan lemahnya tata kelola air yang melibatkan banyak aktor (Pahl-Wostl et al., 2012; 

Grigg, 2016). Kondisi geografis yang didominasi perbukitan, curah hujan tinggi, serta 

perubahan penggunaan lahan yang cepat memperkuat urgensi penanganan yang lebih terpadu 

(Verma & Raghubanshi, 2018). Situasi ini menuntut pergeseran pendekatan dari kebijakan 

sepihak menuju kolaborasi kebijakan atau collaborative governance yang menempatkan 

pemerintah, masyarakat, dan aktor lokal sebagai mitra setara dalam proses perencanaan dan 

pelaksanaan (Ansell & Gash, 2008; Emerson et al., 2012). 
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Sistem drainase konvensional yang selama ini diterapkan lebih menekankan pada 

percepatan pembuangan air tanpa mempertimbangkan keseimbangan ekologis (Fletcher et al., 

2015; Wong & Brown, 2009). Pola tersebut berdampak pada menurunnya daya serap tanah, 

meningkatnya erosi, serta pencemaran badan air akibat aliran limbah yang tidak terfilter 

(Barbosa et al., 2012; Dietz, 2007). Pendekatan kolaborasi kebijakan mendorong perubahan 

paradigma dengan memandang drainase sebagai ranah kebijakan publik yang dirumuskan 

melalui dialog, musyawarah, dan kesepakatan bersama antar pemangku kepentingan (Innes & 

Booher, 2010; Healey, 2006). 

Fragmentasi kewenangan antarinstansi pemerintah seperti PUPR, Dinas Lingkungan 

Hidup, BPBD, dan pemerintah kelurahan menunjukkan belum optimalnya koordinasi yang 

sistematis (Peters, 2015; Kettl, 2006). Pola kerja yang masih sektoral dan reaktif berpotensi 

menimbulkan duplikasi program dan inefisiensi anggaran (Agranoff, 2012; O'Leary & Vij, 

2012). Kerangka collaborative governance menawarkan ruang koordinatif yang terstruktur 

melalui forum bersama untuk memastikan integrasi perencanaan, pelaksanaan, dan 

pengawasan kebijakan drainase secara berkelanjutan (Emerson & Nabatchi, 2015; Bryson et 

al., 2006). 

Partisipasi masyarakat yang masih rendah turut memperlemah efektivitas pengelolaan 

drainase (Reed, 2008; Arnstein, 1969). Persepsi masyarakat yang menempatkan pemerintah 

sebagai satu-satunya penanggung jawab menghambat munculnya inisiatif kolektif (Ostrom, 

1990). Model policy co-creation diarahkan untuk mendorong keterlibatan warga sejak tahap 

identifikasi masalah hingga pemeliharaan infrastruktur, sehingga tercipta rasa memiliki dan 

tanggung jawab bersama terhadap lingkungan (Voorberg et al., 2015; Brandsen & Honingh, 

2016). 

Peran lembaga adat Massenrempulu dengan nilai mapasilasae, sipakatau, dan sipakalebbi 

menjadi modal sosial penting dalam memperkuat tata kelola drainase (Putnam, 2000; Pretty 

& Ward, 2001). Nilai-nilai tersebut sejalan dengan prinsip kolaboratif yang menekankan 

kesetaraan, saling menghargai, dan kerja kolektif (Berkes, 2009; Ostrom, 2009). Penguatan 

peran lembaga adat dalam proses pengambilan keputusan memungkinkan integrasi 

pengetahuan lokal ke dalam kebijakan dan praktik pengelolaan drainase yang lebih 

kontekstual (Agrawal & Gibson, 1999; Armitage et al., 2009). 

Konsep eco-drainage sebagai sistem drainase berkelanjutan menuntut sinergi antara 

inovasi teknologi dan kelembagaan (Chocat et al., 2007; Hoang & Fenner, 2016). Implementasi 

pendekatan ini memerlukan perubahan cara pandang, pola koordinasi, serta komitmen 

bersama dari berbagai aktor (Brown et al., 2009; Ferguson et al., 2013). Metode pelaksanaan 

pengabdian masyarakat berbasis kolaborasi kebijakan menjadi strategi untuk memastikan 

bahwa teknologi ramah lingkungan diterapkan secara konsisten dan berkelanjutan (Cohen-

Shacham et al., 2016). 

Pengabdian ini menempatkan collaborative governance sebagai fondasi utama dalam 

membangun sistem pengelolaan drainase yang partisipatif, adaptif, dan berkeadilan ekologis 

(Folke et al., 2005; Walker et al., 2004). Penguatan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan 

lembaga adat diharapkan mampu menciptakan tata kelola drainase yang selaras dengan 

kondisi ekologis dan budaya lokal Enrekang serta meningkatkan kapasitas kolektif dalam 

menjaga kelestarian lingkungan (Adger, 2003; Carlsson & Berkes, 2005). 

 



Journal Social Engagement (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) 

 

 

3 

METODE  

Metode pelaksanaan pengabdian ini telah dilaksanakan dengan mengadopsi pendekatan 

kolaborasi kebijakan (policy co-creation) yang menempatkan seluruh pemangku kepentingan 

sebagai aktor utama dalam proses bersama (Voorberg et al., 2015; Hartley et al., 2013). 

Pemerintah daerah, masyarakat, dan lembaga adat terlibat secara aktif sejak tahap awal hingga 

akhir kegiatan, tidak hanya sebagai penerima manfaat tetapi sebagai mitra dalam merumuskan 

arah kebijakan pengelolaan drainase (Ansell & Gash, 2008; Sørensen & Torfing, 2011). Proses 

ini menegaskan bahwa pengabdian tidak berhenti pada intervensi teknis, tetapi diarahkan 

pada penguatan tata kelola melalui kesepakatan kolektif yang bersifat institusional (Emerson 

et al., 2012; North, 1990). 

Tahap awal kegiatan difokuskan pada identifikasi persoalan dan pemetaan aktor melalui 

forum multipihak yang telah difasilitasi secara langsung di tingkat kelurahan (Bryson, 2004; 

Reed et al., 2009). Forum ini menjadi ruang dialog untuk mengkaji kondisi drainase, praktik 

pengelolaan yang berlangsung, serta risiko lingkungan yang dihadapi masyarakat (Fung & 

Wright, 2003; Rowe & Frewer, 2005). Diskusi tersebut menghasilkan kesepahaman bersama 

mengenai urgensi perbaikan sistem drainase dan kebutuhan akan regulasi yang mampu 

mengikat komitmen semua pihak dalam kerangka kerja yang lebih terstruktur (Innes & 

Booher, 2010; Healey, 2006). 

Bentuk aksi kolaboratif utama diwujudkan melalui proses pendampingan penyusunan 

rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) terkait pengelolaan drainase berbasis eco-drainage 

dan partisipasi masyarakat. Proses penyusunan regulasi ini melibatkan dinas terkait, 

pemerintah kelurahan, perwakilan masyarakat, serta tokoh adat Massenrempulu dalam 

serangkaian lokakarya dan konsultasi publik (Kerr et al., 2007; Rowe & Frewer, 2000). 

Mekanisme ini memungkinkan integrasi pengetahuan teknis, aspirasi komunitas, dan nilai-

nilai lokal ke dalam substansi kebijakan yang lebih kontekstual dan responsif (Fischer, 2000; 

Jasanoff, 2004). 

Tahap implementasi dan evaluasi telah dilakukan secara partisipatif dengan 

menitikberatkan pada kualitas proses kolaborasi dan keberlanjutan kelembagaan yang 

terbentuk (Provan & Kenis, 2008; Imperial, 2005). Pemantauan kegiatan tidak hanya 

mengukur capaian fisik, tetapi juga perubahan pola relasi antaraktor dan meningkatnya 

kesadaran kolektif terhadap pentingnya tata kelola drainase yang berkelanjutan (Connick & 

Innes, 2003; Margerum, 2008). Model ini memperlihatkan bahwa kolaborasi kebijakan mampu 

mendorong lahirnya regulasi yang tidak hanya sah secara formal, tetapi juga memiliki 

legitimasi sosial yang kuat di tingkat lokal (Suchman, 1995; Tyler, 2006). 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Dinamika Kolaborasi Multipihak dalam Penyusunan Kebijakan Drainase 

Pendekatan collaborative governance dalam penyusunan kebijakan drainase di 

Kabupaten Enrekang menempatkan pemerintah daerah, masyarakat, dan lembaga adat 

sebagai mitra setara dalam proses policy co-creation (Ansell & Gash, 2008; Emerson et al., 

2012). Forum multipihak yang difasilitasi di Kelurahan Leoran, Kalosi, dan Cakke menjadi 

ruang deliberatif untuk mengidentifikasi masalah, memetakan pemangku kepentingan, dan 

merumuskan solusi bersama. Pemetaan aktor mengidentifikasi tiga kelompok utama: 

pemerintahan (Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, BPBD, kelurahan), masyarakat sipil 
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(tokoh masyarakat, kelompok pengajian, pemuda), dan lembaga adat (Massenrempulu dan 

to'matoa) yang masing-masing membawa perspektif berbeda dalam proses penyusunan 

Ranperda Drainase (Bryson, 2004; Reed et al., 2009). 

Fragmentasi kewenangan antarinstansi menjadi hambatan utama yang teridentifikasi, di 

mana Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, dan BPBD bekerja secara sektoral tanpa 

koordinasi memadai sehingga menimbulkan inefisiensi dan tumpang tindih program (Peters, 

2015; Agranoff, 2012). Untuk mengatasi fragmentasi ini, dibentuk Forum Koordinasi 

Pengelolaan Drainase Terpadu yang dilembagakan melalui SK Bupati sebagai ruang koordinasi 

antarinstansi dengan mekanisme pertemuan reguler setiap triwulan (Emerson & Nabatchi, 

2015). Forum ini berhasil menghasilkan kesepakatan pembagian peran yang jelas: Dinas PUPR 

fokus pada perencanaan teknis dan pembangunan, Dinas Lingkungan Hidup pada 

pengendalian kualitas air, BPBD pada integrasi sistem peringatan dini, dan kelurahan sebagai 

koordinator di tingkat lokal (Bryson et al., 2006; Innes & Booher, 2010). 

Proses co-creation mentransformasi partisipasi masyarakat dari yang bersifat pasif-

konsultatif menjadi aktif-substansial, di mana masyarakat terlibat sejak identifikasi masalah 

hingga pengambilan keputusan (Voorberg et al., 2015; Brandsen & Honingh, 2016). Lokakarya 

partisipatif yang melibatkan berbagai segmen masyarakat menghasilkan usulan konkret 

seperti sistem gotong royong terjadwal untuk pemeliharaan drainase yang mengintegrasikan 

nilai mapasilasae ke dalam mekanisme formal Ranperda (Hartley et al., 2013). Usulan ini 

diadopsi dengan pendekatan fasilitatif di mana pemerintah menyediakan peralatan dan 

bantuan teknis sementara masyarakat berkontribusi tenaga, mencerminkan prinsip co-

production dalam penyediaan layanan publik (Ostrom, 1996; Brandsen et al., 2018). 

Partisipasi meningkat signifikan dari rata-rata 30-40 orang menjadi 80-100 orang per forum, 

dengan kualitas diskusi yang semakin substantif (Fung, 2006). 

Proses deliberasi menghasilkan pembelajaran sosial dua arah: pejabat pemerintah mulai 

memahami pentingnya dimensi sosial-budaya dan pengetahuan lokal, sementara masyarakat 

menyadari tanggung jawab mereka dalam pengelolaan drainase (Reed et al., 2010; Pahl-Wostl 

et al., 2007). Pembelajaran juga terjadi dalam pemahaman konsep eco-drainage dan nature-

based solutions, di mana melalui presentasi dan kunjungan lapangan, peserta memahami 

bahwa drainase dapat diintegrasikan dengan taman resapan, biopori, dan teknik sederhana 

lainnya yang lebih berkelanjutan (Cohen-Shacham et al., 2016; Fletcher et al., 2015). Namun, 

tantangan muncul berupa asimetri kekuasaan di mana pejabat lebih dominan dalam diskusi 

dan bahasa teknis menjadi penghalang partisipasi masyarakat, yang diatasi melalui 

penerjemahan konsep teknis ke bahasa sederhana dan penggunaan metode visualisasi 

(Fischer, 2000; Chambers, 2006). 

Substansi Ranperda yang dihasilkan mencerminkan keseimbangan antara aspek teknis-

normatif dengan konteks lokal, mencakup tidak hanya standar teknis tetapi juga klausul 

inovatif seperti kewajiban eco-drainage, mekanisme partisipasi masyarakat, peran lembaga 

adat, dan insentif bagi penerapan sistem resapan air (Healey, 2006). Ranperda juga mengatur 

Tim Mediasi untuk penyelesaian konflik melalui musyawarah (Moore, 2014). Evaluasi 

menunjukkan hasil positif: peningkatan koordinasi antarinstansi, peningkatan partisipasi 

masyarakat, Ranperda yang lebih komprehensif, dan 78% peserta menyatakan puas dengan 

proses kolaborasi (Connick & Innes, 2003). Tantangan yang masih perlu diperkuat adalah 

keterwakilan perempuan yang relatif rendah (30%), integrasi anggaran antarinstansi, dan 
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keberlanjutan proses yang bergantung pada komitmen politik (Cornwall, 2003; Imperial, 

2005). 

 

Integrasi Kearifan Lokal dan Eco-Drainage dalam Kerangka Collaborative Governance 

Integrasi kearifan lokal Massenrempulu dengan konsep eco-drainage menjadi keunikan 

pendekatan collaborative governance di Enrekang, bukan sekadar ornamen budaya tetapi 

strategi substantif untuk membangun legitimasi sosial-budaya kebijakan (Berkes, 2018; 

Jasanoff, 2004). Nilai-nilai mapasilasae (gotong royong), sipakatau (saling memanusiakan), 

dan sipakalebbi (saling menghargai) yang telah diwujudkan dalam praktik pengelolaan air 

tradisional seperti mattanre binanga (pembersihan sungai) dan massikola (perbaikan saluran 

bersama) menjadi modal sosial penting untuk mobilisasi partisipasi masyarakat (Mattulada, 

1985; Putnam, 2000). Pengetahuan lokal tentang karakteristik hidrologi, sistem klasifikasi 

tanah, dan teknik pengelolaan air yang dikembangkan secara turun-temurun memiliki 

relevansi tinggi untuk perencanaan drainase kontekstual namun seringkali diabaikan dalam 

pendekatan teknokratis (Berkes, 2012; Agrawal, 1995). 

 

Gambar Kegiatan 1. 

 
Sumber: Dokumentasi Kegiatan 

 

Strategi integrasi dilakukan melalui tiga cara: pelibatan aktif tokoh adat dalam forum 

multipihak dan Tim Perumus Ranperda untuk memastikan kompatibilitas dengan nilai adat 

(Colfer, 2005); dokumentasi sistematis pengetahuan lokal yang dianalisis relevansinya dengan 

prinsip eco-drainage modern; dan pengembangan modul edukasi yang mengombinasikan 

pengetahuan lokal dengan konsep teknis dalam bahasa sederhana (Agrawal & Gibson, 1999). 

Dokumentasi menghasilkan temuan penting bahwa praktik lokal seperti pa'bunduran (kolam 

kecil di perbukitan) memiliki fungsi mirip detention pond untuk mengurangi laju aliran air, 

pa'buakan (lubang berisi bahan organik) mirip biopori, dan pa'tambayang (penanaman pohon 

di sekitar sumber air) mirip taman resapan, menunjukkan kearifan ekologis dalam tradisi lokal 

(Woods-Ballard et al., 2015; Gadgil et al., 1993). Pendekatan ini memfasilitasi adopsi teknologi 

baru tanpa mengalienasi masyarakat dari tradisi mereka (Nadasdy, 1999). 
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Implementasi eco-drainage disesuaikan dengan kondisi topografi perbukitan dan sosial-

ekonomi masyarakat, memprioritaskan teknik sederhana seperti biopori, taman resapan, 

sumur resapan, saluran vegetatif, dan kolam retensi yang berbeda dengan drainase 

konvensional yang hanya mempercepat pembuangan air (Fletcher et al., 2015; Dietz, 2007). 

Ketika masyarakat menyadari bahwa teknik eco-drainage adalah pengembangan dari praktik 

yang sudah mereka kenal, hambatan psikologis untuk adopsi berkurang signifikan (Hess & 

Adams, 2007). Untuk mengatasi skeptisisme insinyur pemerintah terhadap efektivitas 

pendekatan ini, dilakukan strategi penyediaan bukti ilmiah dari studi kasus internasional, pilot 

project lokal yang menunjukkan pengurangan genangan, dan perhitungan ekonomi yang 

menunjukkan eco-drainage lebih cost-effective dalam jangka panjang (Wong et al., 2011; Wang 

et al., 2016). Negosiasi standar teknis menghasilkan pedoman teknis lokal yang mengadaptasi 

standar nasional dengan kondisi Enrekang tanpa bertentangan dengan regulasi nasional 

(Farrelly & Brown, 2011). 

Lembaga adat memainkan peran strategis dengan menyelenggarakan ritual mappalili 

yang dikombinasikan dengan gotong royong pembersihan drainase dan pembuatan biopori 

massal, memberikan makna spiritual terhadap praktik pengelolaan lingkungan (Folke, 2004). 

Lembaga adat juga menyelesaikan konflik melalui musyawarah adat (elong ada') yang lebih 

efektif karena berbasis relasi sosial dan nilai bersama, serta merevitalisasi sanksi adat 

(passompori) yang bersifat edukatif-restoratif di mana pelanggar tidak hanya didenda tetapi 

juga diwajibkan membersihkan saluran dan mengedukasi warga lain (Colfer et al., 2012; Zehr, 

2002). Integrasi juga tercermin dalam desain infrastruktur yang menggunakan batu alam lokal, 

vegetasi bermakna kultural, dan taman komunitas yang mencerminkan identitas lokal, 

menciptakan infrastruktur yang fungsional sekaligus bermakna kultural (Ahern, 2013). 

Evaluasi menunjukkan hasil positif: 45% rumah tangga telah membuat biopori dalam 

enam bulan; partisipasi gotong royong meningkat dari 20-30% menjadi 60-70% setelah 

integrasi dengan ritual adat; tingkat penyelesaian konflik melalui musyawarah adat lebih 

tinggi (85%) dibanding mekanisme formal (65%); dan area dengan eco-drainage 

menunjukkan pengurangan genangan 40-60% serta peningkatan kualitas air (Davis et al., 

2009; Liu et al., 2014). Tantangan yang dihadapi meliputi ketegangan antara otoritas adat dan 

formal yang diatasi melalui dialog tentang peran komplementer (Colfer, 2005); seleksi kritis 

terhadap praktik lokal untuk mengidentifikasi yang relevan dengan konteks modern (Agrawal, 

1995); regenerasi pengetahuan lokal pada generasi muda melalui program edukasi berbasis 

kearifan lokal di sekolah (Kimmerer, 2002); dan pengembangan sistem monitoring yang 

mengintegrasikan indikator teknis dan sosial-budaya (Reed et al., 2006). 

Model hybrid yang dihasilkan mengombinasikan teknologi modern (eco-drainage), 

kearifan lokal (nilai Massenrempulu), institusi formal (pemerintah dan regulasi), dan institusi 

informal (lembaga adat dan norma sosial), menawarkan pendekatan yang lebih adaptif dan 

resilient dibanding pendekatan monolitik (Ostrom, 2009; Folke et al., 2005). Keberlanjutan 

model ini bergantung pada empat faktor: komitmen politik pemerintah daerah untuk 

mendukung pendekatan kolaboratif dan mengalokasikan sumber daya; kapasitas dan 

legitimasi lembaga adat untuk memobilisasi partisipasi; pembelajaran berkelanjutan dan 

adaptasi terhadap perubahan kondisi ekologis dan sosial; serta dokumentasi dan diseminasi 

pembelajaran ke daerah lain untuk kontribusi lebih luas pada pengembangan tata kelola 

berkelanjutan di Indonesia (Armitage et al., 2009; Ostrom & Nagendra, 2006). Pengalaman 

Enrekang menunjukkan bahwa pengelolaan drainase efektif memerlukan transformasi tata 
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kelola yang melibatkan perubahan relasi kekuasaan, sistem pengetahuan, nilai, dan praktik 

sosial, dengan collaborative governance yang mengintegrasikan kearifan lokal dan eco-

drainage menawarkan kerangka kerja yang menempatkan keberlanjutan ekologis, keadilan 

sosial, dan relevansi kultural sebagai prinsip yang saling terkait (Brown et al., 2009; Gibson, 

2006). 

 

KESIMPULAN  

Pengabdian masyarakat di Kabupaten Enrekang mengimplementasikan pendekatan 

kolaborasi kebijakan (policy co-creation) dalam penyusunan Ranperda Drainase yang 

menempatkan pemerintah daerah, masyarakat, dan lembaga adat sebagai mitra setara sejak 

tahap identifikasi masalah hingga pengambilan keputusan. Pendekatan policy co-creation 

melalui forum multipihak dan lokakarya partisipatif berhasil mengatasi fragmentasi 

kewenangan antarinstansi melalui pembentukan Forum Koordinasi Pengelolaan Drainase 

Terpadu dan mentransformasi partisipasi masyarakat menjadi lebih substantif dengan 

peningkatan kehadiran dari 30-40 orang menjadi 80-100 orang per forum. Proses kolaborasi 

kebijakan menghasilkan Ranperda yang mengintegrasikan kearifan lokal Massenrempulu 

(mapasilasae, sipakatau, sipakalebbi) dengan konsep eco-drainage, mencakup klausul inovatif 

tentang sistem gotong royong terjadwal, mekanisme partisipasi, peran lembaga adat, dan 

mediasi konflik. Model kolaborasi kebijakan ini menghasilkan legitimasi sosial-budaya yang 

kuat, tercermin dari adopsi biopori sebesar 45% dan peningkatan partisipasi gotong royong 

menjadi 60-70%, membuktikan bahwa policy co-creation merupakan pendekatan efektif 

untuk menghasilkan kebijakan drainase yang berkelanjutan, kontekstual, dan berkeadilan. 
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